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ABSTRAK

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian tentang beberapa masalah mengenai penjatuhan pidanfz
mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia dalam perspektif
hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Ada dua permasalahan pokok yang menjadi obyek
penelitian, yaitu : pertama, bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak
pidana narkotika dan psikotropika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam
praktik peradilan pidana di Indonesia; kedua, apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana narkotika dan psikotropika melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD
1945.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan
dengan titik berat penafsiran dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah hukum, konsepsi-
konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum in concreto tentang penjatuhan
pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia menurut UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD
1945 yang dikenal dengan analisis yuridis kualitatif.

Pendekatan kasus-kasus dan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus
tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di
Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika
dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia penerapannya terhadap
pengimpor, pengedar narkotika golongan I jenis heroin, kokain, dengan jumlah minimum
barang bukti seberat 300 gram, serta memproduksi dan mengedarkan psikotropika golongan 1
Jenis ekstasi secara terorganisir. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana
parkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan
~lengan ketentuan Pasal 284, Pasal 28] ayat (1) dan Pasal 287 ayat (2) UUD 1945 dan tidak
~nelanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional
=entang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan
“wkumnya perlu ditingkatkan.

!§Cata Kunci : Tindak Pidana, Hukuman Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia

Xi



BABI \ S P

PENDAHULUAN L

1. Latar Belakang

Sebuah pepatah melayu menyatakan “tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi
~ bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dapat dikaitkan
dengan istilah yang akan dibahas, yaitu tentang narkotika. Tindak pidana narkotika
saat ini hampir dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dilakukan
secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan bisnis
barang haram tersebut.'

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah peredaran gelap narkotika terjadi
tidak hanya terbatas pada kalangan artis, pekerja hiburan malam dan pengusaha saja,
tetapi telah masuk dalam lingkungan sekolah pejabat eksekutif maupun legislatif,
bahkan sampai kepada para aparat penegak hukum sendiri telah masuk dalam
perangkap efek dari narkotika itu sendiri. Dengan demikian, maka pemerintah dengan
segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi
ancaman bahaya narkotika tesebut. Sangatlah merisaukan jika para generasi muda

kelak tidak dapat keluar dari pengaruh buruk peredaran gelap narkotika yang dapat

merusak masa depan mereka.

! Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Bogor : Ghalia Indonesia, 2003, him. 1

1



Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti
terbius sehingga tidak merasakan apa-apaz. Ada juga yang mengatakan bahwa
narkotika berasal dari kata NARCISSUS, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai
bunga yang dapat mem.buat orang menjadi tak sadar.?

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik
dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran
atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran,
adalah mengakibatkan daya khayal atau halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya
rangsang Stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan
(depence).’

Menurut Encyclopedia Americana, “ Narcotic is a dulls the senses
relievespain, induces sleep and can produce addiction in varying degrees . Jika
diartikan secara bebas, narkotika adalah sejenis obat yang dapat menumpulkan
perasaan, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan dapat menciptakan
ketergantungan dalam berbagai tingkatan.’

Di Indonesia, istilah.narkotika berasal dari bahasa Inggris, narcotics yang
berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata narcosis dalam bahasa yunani yang

artinya menidurkan atau membius. Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat

z Sudarto Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981, him, 36
3B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Bandung, : Alumni, 1981, him, 124

4
Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Huku
Maju, 2003, him, 35 P ukum Pidana, Bandung : Mandar

EncycIopedza Americana, volume 19, Grolier Incoporated, 1983, him 740



menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat
tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.6

Narkotika menurut Soedjono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan
(dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai,
pengaruh t'ersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan
khayalan-khayalan (halusinasi).7

Sesuai dengan pengertian narkotika Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah
zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaiana terlampir dalam Undang-
Undang ini.

Peredaran dan perdagangan narkotika ini dapat digolongkan ke dalam
kejahatan internasional berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh
Ninnth United Nations Congress on the Prevention of Crime an the Treatment of
Offenders di Cairo pada tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1995,

yakni resolusi tentang International Instrumens, such as Convention or Convention

6
Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalah
- a R nyalahgunaan Bahaya Narkoba
ﬁng;n tehnik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas POLRI, J:ykana, 2001
m

7 - T
Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesi .
Nusantara, 2004, him 9. g onesia, Bandung : Karya



against Organized Transnational Crimes. Hal ini merupakan tindak lanjut dari
World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime yang
diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21 sampai tanggal 23 November 1994.
Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas
kejaimatan ke arah organisasi kejahatan internasional, melewati batas-batas Negara
dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.®

Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak
dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terosisme dengan kejahatan terorganisasi
yang sifat-sifatnya transnasional dan diluar hukum penggunaan kekerasan ﬁsik,
perdagangan senjata, dan obat bius, money laundering, transaksi gelap, penculikan,
penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan
dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nastonal,
internasional, demokrasi, tertib hukum, Hak Asasi manusia, dan pembangunan
ekonomi serta sosial. Disamping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap
perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran
terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga Negara labih dari satu
Negara cara dan alatnya yang bersifat lintas batas, serta perlu kerja sama antar Negara

dalam penanganannnya. Landasan untuk menentukan katagori kejahatan internasional

o Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Universitas Diponegoro

2002, him. 107 Semarang,

Ty



adalah berdasarkan konveksi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas
umum hukum internasional dan doktrin.’

Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk
mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan
moderenisasi selain telah memberikan dampak positif juga memberikan dampak
negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan trans nasional
terorganisasi tersebut, yang secara sistematis menggunakan hasil dari modernisasi
tersebut untuk melakukan kejahatan trans nasional terorganisasi tersebut dengan
tujuan yang multi dimensional yang bersifat ekonomis, politis ata;l menggunakan
kombinasi antara keduanya.'®

Berdasarkan sidang umum ICPO (Imternational Criminal Police
Organization) ke-66, tahun 1996 di India yang diikuti seluruh negara anggota yang
berjumlah 177 Negara dari benua Amerika, Asia, Afrika, dan Australia, Indonesia
masuk ke dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran
obat-obatan terlarang yang disejajarkan dengan negara-negara lain seperti Jepang,
Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Berdasarkan hasil sidang itu juga

terungkap bahwa narkotika dengan jenis ecstasy yang semula hanya populer di

® Siswanto Soenarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
10 ..
Ibid

hlm. 3



negara-negara Eropa terutama di Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia
termasuk Indonesia.'’

Tahun 1999 yang lalu, Indonesia yang semula hanya sebagai salah satu
negara transit atau pemasaran narkotika menjadi salah satu negara produsen dan
eksportir narkotika, khususnya ecstacy. Hal ini terungkap setelah tertangkapnya tiga
orang pria warga negara Indonesia di Bandara Hongkong ketika hendak
menyelundupkan ecstacy buatan Indonesia ke Negara Cina dan telah dipidana penjara
di penjara Lai Chi Kok, Hongkong. Sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala
Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya Kolénel (Pol) Alex Bambang
Riatmodjo."?

Menurut ketua umum  Gerakan Anti  Narkotika  (Geranat),
Henry Yosodiningrat pada tanggal 21 Mei 2001 lalu, peredaran uang dari hasil
transaksi narkotika setiap harinya mencapai Rp. 800.000.000.000,00 (Delapan Ratus
Milyar Rupiah) atau Rp. 24.000.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Trilyun Rupiah)
per bulan, hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa empat juta pengguna narkotika
mengeluarkan uang dua ratus ribu Rupiah per-orang setiap harinya dan jumlah
pengedarnya paling sedikit seratus empat puluh lima ribu orang setiap harinya.'?

Seiring dengan perubahan jaman, kejahatan narkotika di tanah air pun

mengalami pemutakhiran, dari semula hanya sebagai negara tujuan transit dan

n .
Hadiman, Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia, Ba j i
Usaha Pembinanaan Warga Tama, Jakarta, 1999, him. 1 M
Harian Republika, Jakarta, 27 Oktober 1999 dalam Moh. Taufik Makaro i
i i : s , Op. Cit. him.
' Harian Republika, Jakarta, 21 Mei 2001, dalam Moh. Taufik Makaro, Ibid,oﬁlm.l 4 2



’1

pemasaran kemudian berubah menjadi negara penghasil dan eksportir ecstasy, saat ini
Indonesia telah menjadi negara penghasil sekaligus eksportir narkotika jenis shabu
yang produksi dan peredarannya dilakukan dari dalam penjara dengan melibatkan
oknum lembaga pemasyaraktan Kelas I A Cipinang.

Fredy Budiman, seorang warga negara Indonesia yang saat ini telah dijatuhi
hukuman mati adalah orang yang mengendalikan perdagangan barang haram tersebut
dari balik tembok penjara, sekaligus sebagai produsen yang melibatkan salah satu
pegawai lembaga pemasyarakatan Kelas I A Cipinang dalam produksi barang
haramnya. Bukan hanya itu, Fredy juga dapat ﬁlembawa masuk alat pembuat shabu
ke dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.'

Memperhatikan kondisi di atas, kasus narkotika di Indonesia telah
betul-betul telah masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena dapat
Mmerusak perekonomian negara, moral generasi muda dan kesehatan fisik dan mental
Warga negara Indonesia. Selain itu, produksi dan distribusi narkotika pun dilakukan
dengap sangat rapi dan melibatkan oknum-oknum penyelenggara negara.

Sanksi hukuman berupa pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana,
*®rmasuk tindak pidana narkotika adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana
dan hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar

Se ’
seorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma memiliki

\

%Y 4 www.li
liputan6.com, Fredy Kendalikan Bisni. . . ) . .
%% tanggal 12 Agustus 2013 i isnis Narkotika Di Balik Jeruji Besi




sanksinya sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya

pembinaan (treatment).ls
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang jenis-jenis
pidana atau hukuman, antara lain :
a. Pidana Pokok
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4.Denda
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana narkotika,
hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997
Tentang Narkotika vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, yang pada intinya mengemukakan bahwa masih diberlakukan
Undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti

dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

1> Moh. Taufik Makaro, Op. Cit, him. 46



Peredaran narkotika yang semakin mereskan masyarakat karena mengancam
generasi muda telah menjadikan sebagian orang beranggapan bahwa sudah
sepatutnya diberikan hukuman maksimal yaitu hukuman mati bagi setiap pelaku
tindak pidana narkotika. Sanksi pidana berupa hukuman mati dalam tindak pidana
narkotika diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika menyatakan bahwa :

“Dalam hal perBuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika

golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun penjara dan pidana denda maksimum dimaksud dalam Ayat (1)

ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika
golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau
lebih dari 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya
lebih dan'.5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
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Penerapan pidana mati di Indonesia sebenarnya sudah lama diperdebatkan
dan ditentang oleh para abilisionis (mereka yang memperjuangkan dihapuskannya
hukuman mati, terutama semenjak isu hak asasi manusia semakin marak dibicarakan
mengingat pidana mati dianggap sebagai pidana yang paling bertentangan dengan hak
pokok manusia yakni hak untuk hidup.'®

. Meskipun demikian, keberadaan hukuman mati dianggap sebagai salah satu
instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan disatu sisi, sementara disisi
lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi, bahkan secara
ekstrim dianggap 'sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling
pokok bagi manusia yakni hidup."”

Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak.
Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah termasuk jamak kita pahami semua.
Manusia dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya, begitu kita
mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk
hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud
konkret dari konsep ini adalah orang.!'®

Briad orend menguraikan kriteria mengenai konsep manusia. Menurutnya,
manusia yang boleh memiliki hak asasi manusia haruslah manusia yang masih hidup.

Manusia yang telah meninggal, atau belum ada, semestinya tidak masuk dalam

- 121" Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Liberti, 2011
:: Ibid

Hamid Awaluddin, HAM (Politik, Hukum, Dan K 7 akarta :

Bons Boaails. S emunafikan Internasional), ) 3
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kategori orang yang memiliki hak asasi manusia. Orend menyebut manusia sebagai
biologocal humanity."’

Terakhir, orend menyatakan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai
manusia adalah mereka yang memiliki kemauan atau kepentingan untuk mengejar
pencapaian minimal dalam kehidupan. pencapaian minimal yang dimaksu adalah
kenyamanan dan kebahagiaan.”®

Dengan persfektif seperti inilah, Jack Donnely berkesimpulan bahawa hak
asasi manusia adalah hak tiap-tiap orang karena orang itu adalah manusia. Sama
dengan.Donnely, Ruth Gavison menegaskan bahwa hak asai manusia adalahhak tiap
orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dengan siapa yang berhak dan
siapa yang memberi hak. Keberadaan haki asasi manusia tidak terkait dengan sistem
hukum dan sosial dimana kita berada. Hak asasi manusia bukan pemberian orang, dan
sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. Hak asasi manusia hanya dapat
ditegakkan atau dilanggar.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah
disampaikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
ilmiah berupa skripsi dengan judul “PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSFEKTIF
HAK ASASI MANUSIA”

1% Ibid
2 bid, him. 61
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. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana mati dalam kasus pidana narkotika berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah penjatuhan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Untuk mengetahui penjatﬁhan pidana mati ditinjau dari persfektif hak asasi

manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referansi bagi pengetahuan
para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum khususnya hukum
pidana narkotika serta masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang
penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dari sudut

pandang hak asasi manusia.
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b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat kepolisian,
kejaksaan, dan penegak hukum hukum khsususnya hakim dalam upaya
memberikan putusan yang memenuhi rasa keadi]an. masyarakat, baik dari

pihak pelaku, korban, maupun masyarakat umum.

5. Metodologi Penelitian
A. Tipe Penelitian
Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam Skripsi ini,
tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian normatif artinya penelitian yang dikaji dengan menggunakan
bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif
menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.?!

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan penelitian skripsi ini menggunakan bahan

2] - -
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif M : i
o if, Malang : Banyumedia,
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penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini,
yang terdiri dari : |
a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c¢. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai

bahan hukum primer yang terdiri dari :

a. Hasil penelitian;

b. Jurnal ilmiah;

c. Pendapat ahli dan akademisi yang relevan dengan pembahasan
permasalahan dalam penelitian ini, dan sebagainya.

d. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 626/Pid.B/2005/PN.Dps

e. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

806/Pid.Sus/2013/PN.Dps
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3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang dan yang
memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

a. Kamus Hukum;
b. Ensiklopedia hukum;
c. Majalah dan/atau buletin;

d. internet, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang

sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum”.

D. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan
sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief
Sidharta, yaitu : menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-

bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :2

2 Bemnard Arief Sidharta, Refleksi Tentan
g Struktur Ilmu Hukum, Bandung : CV.
Maju, 2000, Him.39. ukum, ung : CV. Mandar
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1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan
hukum berdasarkan hiraki sumber hukum untuk membangun landasan
legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode
logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;

2. Tataran Teleologis, .yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan
substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan
material yuridis dalam persfektif teleologis sehinga sistemnya menjadi
lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis
sebagai patokan sistematisasi;

3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum
dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup
masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan
pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode
interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan
produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan

(uturologi).

E. Analisis Bahan-Bahan Penclitian Dan Pengambilan Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe
penilitian hukum normatif. Pengolahan bahan penelitian pada hakekatnya

merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan

dibahas. Analisa dilakukan dengan cara:



b)

d)
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Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan
penelitian.

Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
yang diteliti.

Mensist.ematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, peraturan

perundang-undangan atau doktrin yang ada.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara

penafsiran atau interpretasi, yang meliputi :

a.

Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukn
undang-undang;

Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan
adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu
undang-undang;

Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan kata-
kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan,
sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;

Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri
sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba
untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan

menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan

yang lebih memuaskan.
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Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika
berfikir deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan
yang berlaku umum pada ft;nomena tertentu sesuai dengan permasalahan hukum
yang sedang dibahas. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi,
karena. hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan
khusus.?

Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan untuk dapat
dikonkritisasi ke dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat
ditafsirkan, guna dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya
untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam

tulisan ilmiah ini.

B
Peter Mahmud Marzuki j . :
2005, Him. 204 » Penelian Hukum, Jakarta : Kencana Predana Media Group,
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